
Dinamika Pemikiran Hukum Islam

di Indonesia
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There are spesific trends in modern development of Islamic law in Indonesia. Most of
the moslems are getting committed to theirown legal reasoning (ijtihad), or at least to
the fatwa or legal decision given by ulama (moslem jurists) in the Islamic organization
to which theyJoin, instead offour classical established schools. As Indonesian Mos
lem do not recognize the concept of'ishmah orma'shum, the chance for liberalization
ofijtihad is extremelyhuge.

Hukum Islam serlngkali dipahami
sebagai tegemahan dari termlnologi
fikih (al-fiqh), al-syarVat, al-hukm al-

Islami, Syari'ai Law, dan Islamic
Law. Padahal, masing-masing istllah
tersebut memiliki kerangka pemikiran
tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam
berbagai tuiisan dan forum telah berusaha
Ikut serta menjelaskan terminlogi-
termlnologi tersebut sehingga antara yang
satu dengan yang lainnya dapat dibedakan
dan ditempatkan secara proporslonal.

Salah satu ulama yang ikut
menjelaskan peta hukum Islam adalah
Ibrahim Hosen (mantan Guru Besar Hukum
Islam IAIN [sekarang DIN] Syarif
HIdayatullah Jakarta dan mantan ketua
Komlst Fatwa MUl). Menurutnya, hukum
Islam itu ada dua: pertama, hukum Islam
yang secara langsung dan tegas ditetapkan
oleh Allah melalui dalil qath'iy; dan kedua,
hukum Islam yang ditetapkan pokok-
pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah
melalui dalil zhanniy. Hukum Islam yang
pertama disebut syari'ah {al-syari'at).
Syari'ah diyakini bersifat konstan,
sempurna, dan tetap berlaku universal
(sepanjang zaman), tidak mengenal
perubahan dan tidak dapat disesuaikan
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dengan situasi dan kondisi. Sedangkan
hukum Islam yang kedua disebut fikih. Fikih
bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat
universal, dan dapat mengalami perubahan.

Gagasan Ibrahim Hosen mengenai
syari'ah dan fikih merupakan penyeder-
hanaan dari kerancuan pemahaman
mengenai hubungan antara ajaran dasar
agama (Alquran dan hadits) dengan
pemahaman ulama terhadap ajaran dasar
agama. Dalam berbagai llteratur, fikih itu
sendiri dipahami secara berbeda, terutama
antara pandangan ulama Hanafi dengan
ulama lainnya (Malikiah dan Syafi'lah).^ Oleh

^Jumhur ulama berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan
tentang hukum syara' yang diusahakan dari
dalil-dalilnya yang rinci

.Z^\)

Lihat Taj al-Din Ibn 'Abd al-Wahab Ibn Subki,
Jam' al-Jawami', (Jeddah: al-Haramain, t.th.),
j. I, h. 42; Muhammad Fauzi Faydh Allah, al-
Ta'rifbi al-Fiqh al-lslamf, (Damaskus: Jami'ah
Damaskus, 1977), h. 5. Sedangkan ulama
Hanafiah berpendapat bahwa fikih adalah
pengetahuan seseorang mengenai hak dan
kewajibannya
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karena Itu, penjelasan mengenai fikih dan
syari'at lebih merupakan upaya untuk
mendapatkan kejelasan, bukan untuk
menyelesaikan.

Indonesia, meskipun penduduknya
mayoritas menganut agama Islam, masih
dipandang belum memiliki pemikir besar
sekelas al-Gazali, Ibn Rusyd, dan bahkan
Fazlur Rahman. Akan tetapl, tidak berarti
bahwa ulama Indonesia tidak memiliki

pandangan yang dinamis mengenai tema-
tema fikih tertentu yang terus hidup dan
berkembang di masyarakat. Oleh karena itu,
penguraian mengenai dinamlka ijtihad ulama
Indonesia memiliki arti pentlng tersendiri.

Produk Pemikiran Hukum Islam

Adalah M. Atho Mudzhar yang telah
memperkenalkan jenis-jenis produk
pemikiran hukum Islam. Setidaknya
terdapat empat jenis produk pemikiran
hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan
sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih,
keputusan-keputusan pengadilan agama,
peraturan perundang-undangan di negerl
muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-
masing produk pemikiran hukum Islam itu
mempunyai cirikhasnya sendirl.^

Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk
pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh
dan meliputi semua aspek hukum Islam,
sehingga di antara cirinya cenderung kebal
pada perubahan karena revisi atas
sebagiannya dianggap mengganggu
keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah
terbukti bahwa beberapa buku fikih telah
diperlakukan sebagai kitab undang-undang,
meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis
tidak dimaksudkan untuk diberlakukan
secara umum di suatu negara. Kitab-kitab
fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak
secara eksplisit disebut masa berlakunya,
sehingga cenderung dianggap berlakuuntuk
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sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang
yang berupa keputusan-keputusan penga
dilan agama, cenderung dinamis karena
merupakan respon terhadap perkara-
perkara nyata yang dihadapl masyarakat.
Ciri keputusan pengadilan agama adalah
tidak meliputi semua aspek pemikiran
hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari
segi kekuatan hukumnya lebih mengikat
terutama bagi pihak-pihak yang bersang-
kutan.

Produk pemikiran hukum Islam yang
berupa peraturan perundang-undangan di
negara-negara Islam bersifat mengikat;
bahkan daya ikatnya lebih luas dalam
masyarakat. Orang yang terlibat dalam
perumusannya juga tidak terbatas pada
kalangan ulama atau fukaha. tetapl juga para
politisi dan cendikiawan lainnya. Masa
berlaku peraturan perundang-undangan
biasanya dibatasi, baik dibatasi secara
eksplisit maupun secara implislt.

Produk pemikiran hukum Islam yang
berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di
dalamnya fatwa Majlis Ulama Indonesia,

(.(l.g.AipUj XijU-A). LIhat
Mawsu'atal'Fiqh al-lslami, (Kairo: Daral-Kitab
al-Mishri. 1973), j. I. h. 9; Wahbah al-Zuhaili,
al-Fiqh al-lslamt bi al-Adillal (Beirut: Dar al-
Fikr, 1984). j. I,h. 15-16; dan Muhammad Fauzi
Faydh Allah, loc. cit.

2 M. Atho Mudzhar, "Penerapan
Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Is
lam", makalah disampaikan dalam acara
diskusi yang dtselenggarakan oleh Pusat
Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal
8 Januari 1992, h. 2-4, t.d. Lihat pula M. Atho
Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Is
lam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.),
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,
(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994),
h. 369-370.
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bersifat kasuistik karena menjpakan respon
atau jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak
mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa
peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa
yang diberikan kepadanya. Demlkian pula
masyarakat iuas tidak harus terikat dengan
fatwa Itu, karena fatwa seorang uiama di
suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa
uiama iain di tempat yang sama. Fatwa
cenderung bersifat dinamis karena
merupakan respon terhadap perkembangan
baru yang sedang dihadapi masyarakat
peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri
beium tentu dinamis.

Gagasan Atho Mudzhar mengenai
penentuan ragam pemikiran Hukum islam
terjebak pada kenyataan bahwa produk
pemikiran lebih diarahkan padafikih dengan
berbagai variasinya. Padahai proses
berpikirnya sendiri {Ushul al-Fiqh atau Is
lamic Legal Theories) merupakan produk
pemikiran hukum Islam juga. Oleh karena
itu, secara disengaja atau tidak, M. Atho
Mudzhar keiihatannya memiilkl kecende-
rungan untuk menafikan gagasan uiama di
bidang metodologi ijtihad.

Lembaga dan Metodologi Ijtihad di
Indonesia

Uiama Indonesia, baik secara individu
maupun secara keiompok, teiah dituntut
untuk merespon persoalan-persoalan yang
senantiasa terjadi di masyarakat. Respon
mereka dalam menyelesalkan sejumlah
persoalan disebut fikih, fatwa, atau Istilah
teknis lainyang sepadan dengannya, seperti
keputusan atau ketetapan. Sebagian uiama
Indonesia teiah membentuk organisasi dan
tiap-tiap organisasi memiiiki majiis atau
iajnah yang bertugas merespon masalah-
masaiah yang berkembang di masyarakat.
Di antara iembaga Ijtihad Ormas Isiam di
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Indonesia adaiah: (1) Majlis Tarjih dan Pe-
ngembangan Pemikiran islam Muha-
mmadiyah; (2) Bahtsul Masa'il NU;(3) Majlis
Fatwa Mathla'ui Anwar; (4) Dewan Hisbah
Persis; dan (5) Komisi Fatwa MUl.

1. Majlis Tarjih dan Pengembang-
an Pemikiran Isiam Muham-

madiyah

Pada tanggal 18 November 1912 M. di
Yogyakafta didirikan Ormas Islam
Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H.
Ahmad Dahian.^ Dalam organisasi
Muhammadiyah terdapat majiis yang
bertugas menyelesalkan masaiah-masalah
keagamaan di masyarakat yang disebut
dengan MajiisTarjih. Tugas Majlis menurut
Qa'idah Iajnah Tarjih Muhammadiyah adaiah:

a. Menyeildiki dan memahami iimu
agama isiam untuk memperoleh
kemurniannya.

b. Mepyusun tuntunan aqidah, akhlak,
ibadah, dan mu'amalah.

c. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas
permintaan atau Tarjih sendiri
memandang perlu.

d. Menyaiurkan perbedaan.pendapat
dalam bidang keagamaan ke arah yang
lebih mashlahat.

e. Hal-hal lain daiam bidang keagamaan
yang diserahkan oleh Pimpinan
Persyarikatan."*
Pada tahap awal, jelas Fatchurrman

Djamil, kegiatan Ijtihad yang dilakukan

^ Sopwan Haris Amlrullah, Gerakan
Muhammadiyah di Garut, 1923-1995: Studi
Kasus tentang Gerakan Pembaruan
Pendidikan dan Pemurnian Keagamaan,
(Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 2001),
skripsi, h. 1, t.d.

" Fatchurrahman Djamil. Metode Ijtihad
Majlis TarjihMuhammadiyah, (Jakarta: Logos.
1995), h. 67.
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Majlis Tarjih Muhammadiyah hanyalah ijtihad
tarjfhj atau ijtihad intiqal Namun dalam
perkembangannya kemudian, MajlisTarjih
Muhammadiyah telah melakukan ijtihad
insyat^

Sebagai sudah dijeiaskan bahwa
Muhammadiyah didirikanoleh K. H.Ahmad
Dahlan pada tahun 1912. Akan tetapl, Majlis
Tarjih baru dibentuk pada Kongres
Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada
tahun 1927. Jadi, ada durasi yang cukup
lama, yaitu 15 tahun antara pendirlan
Muhammadiyah dengan Majlis Tarjih
Muhammadiyah. Akan tetapi, dalam
penjelasan Ending Sholehudin dikatakan
bahwa dalam waktu lima belas tahun,
Muhammadiyah telah melakukan pentar-
jihan (penetapan hukum) untuk kepentingan
warga Muhammadiyah, meskipun Majlis
Tarjihbelum ada.®

Berdasarkan wawancara dengan
Dadang Syarifuddin (KetuaMajlis Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam PDMKota
Bandung), diketahul bahwa metodologi
pengambilankeputusan hukumdalam Majlis
Tarjih Muhammadiyah—sebagai telah diteliti
oleh Fatchurrahman Djamil—tidak pernah
ditetapkan dalam bentuk keputusan (atau
tidak pernah ditanfidzkan). Begitu juga
dengan metodologi pengambilan keputusan
hukum yang baru—seperti yang ditulis oleh
Jaih Mubarok—belum pemah ditanfidzkan.^
Oleh karena itu,di samping melakukan tarjih
tanpa Majlis Tarjih, Muhammadiyah juga
melakukan pengambilan keputusan hukum
tanpa menggunakan metodologi yang
dibakukan berdasarkan keputusan lembaga.

2. Bahtsul Masa'il NU

Ulama NahdhatuI Ulama (NU) yang
tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masa'il
Diniyah telah menetapkan berbagai
keputusan atau ketetapan mengenai
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syari'at. Secara historis, Lajnah Bahtsul
Masa'il NU telah menetapkan 27 (dua puluh
tujuh) keputusan yang ditetapkan dalam
acara Muktamar NU ke-1 yang dilaksanakan
di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926
M. (13 Rabi' al-Tsani 1345 H.). Ketetapan
Lajnah Bahtsul Masa'il NU yang pertama
adalah hukum mengikuti salah satu mazhab
fikih yang empat(Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan
Hanbali). Dalam muktamar tersebut
dikatakan bahwa pada masa sekarang
(1926 M.),umat Islam wajibmengikutisalah
satu dari empat mazhab fikih. Alasan yang
digunakan ada dua: (1)dalam kitabal-Mizan
a/-Sya'ran/dikatakan bahwa Sayyid 'Ali al-
Khawash mewajibkan umat Islam untuk
mengikuti salah satu darl mazhab fikih yang
empat; dan (2) dalam kitabSulam al-Ushul
Syarh Nihayat al-Sul, dikatakan bahwa
mengikuti salah satu mazhab fikih yang
empat adalah wajib.®

Dengan memperhatikan cara
pengambilan keputusan yang dilakukanoleh
Lajnah Bahtsul Masa'il NU tentang hukum
mengikuti salah satu mazhab fikih yang
empat, dapat dikatakan bahwa pendapat
ulama yang terdapat dalam kitab al-Mizan
al-Sya'rani dan Sulam al-Ushul Syarh
Nihayatal-Sulditerimaapa adanya. Apabila
memperhatikan salah satu syarat ijtihad

® Ibid.

®Ending Sholehudin, "Keputusan Majlis
Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi"
dalam Asy-Syati'ah: Jumal Hukum Islam dan
Pranata Sosiai, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember
2002, h. 114.

^ Responden; Dadang Syarifuddin,
wawancara tanggal 26 Januari 2003; di
Bandung.

®K.H. Abdul Aziz Masyhuri, Masalah
Keagamaan Hasil Muktamar dan Manas
Ulama NahdIatuI Ulama, (Surabaya: PP.
Rabithah Ma'hadil Islamiyah dan DIanmika
Press, 1977), h. 2-3.
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yang dikemukakan pleh ulama, yaitu bahwa
ijtihad mesti melakukan kerja keras dalam
menyelesaikan persoalan yang rumit dan
berat {tsaqff), pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il NU
belum layak disebut ijtihad; tetapi bam layak
disebutltibba'.

Di samping keputusan tentang
kewajiban mengikuti salah satu mazhab flkih
yang empat, ketetapan kedua Lajnah
Bahtsul Masa'il NU adalah pendapat {qawf)
ulama dari kalangan ulama Syafi'iah yang
boleh digunakan untuk berfatwa. Dalam
ketetapan tersebut dikatakan bahwa urutan
pendapat yang boleh dijadlkan fatwa adalah:

a. Pendapat yang disepakati oleh Imam
al:Nawawi dan lm,am al-Rafi'i

b. Pendapat yang^pilih oleh Imam al-
Nawawi saja.

c. Pendapat yang dipilih oleh Imam al-
Rafi'i saja.

d. Pendapat yang didukung oleh ulama
terbanyak.

e. Pendapat ulama yang paling pandai.
f. Pendapat ulama yang palingwara'.^°

MuktamarNUdilaksanakan sejaktahun
1926 M. Akan tetapi, metodologi pengam
bilan keputusan hukum (fikih) baru ditetapkan
dalam Musyawarah Naslonal (Munas) Alim
Ulama NU pada tanggal 21-25 Januari 1992
M. di Bandar Lampung. Padahal, Lajnah
Bahtsul Masa'il NU tercatat telah

menetapkan sebanyak 394 (tiga ratus
sembilan puluh empat) keputusan. Oleh
karena itu, selama 66 (enam puluh enam)
tahun, Lajnah Bahtsul Masa'il NU
menetapkan sebanyak 394 ketetapan tanpa
menggunakan metode pengambilan
keputusan hukumyang eksplisit. Sedangkan
secara implisit, tidak mungkin pengambilan
ketetapan hukum dilakukan tanpa
menggunakan metode atau prosedurtertentu.
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3. Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar

Mathla'ul Anwar (MA), Ormas Islam ini
didirikan di Menes (Banten) pada tanggal 9
Agustus 1916 M. (10 Syawal 1334 H.)."
Lajnah atau majlis yang bertugas
memberikanfatwakeagamaan adalah Majlis
Fatwa.

Dalam Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar
dikatakan bahwa tugas-tugas Majlis Fatwa
adalah:

a. Melakukan permusyawaratan untuk
membahas dan memberikan fatwa
keagamaan, pendidikan, soslal, dan
ekonomi.

b. Memberikan peringatan secara internal
kepada Pengurus Besar Mathla'ul
Anwar apabila melakukan
penyimpangan terhadap AD/ART
organisasi dan ketetapan-ketetapan
organisasi.

c. Mengusulkan Muktamar luar blasa
apabila Pengurus Besar Mathla'ul
Anwar terbukti melakukan pelang-
garan terhadap AD/ARTorgani-sasi.^^
Tugas-tugas Majlis Fatwa Mathla'ul

Anwar tersebut dipertegas kemball dalam

^ Dalam llmu hadtts, yang dimaksud
dengan (Jjijll») adalah hadits
yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam
Muslim: sedangkan dalamketetapan NU, yang
dimaksud dengan
adalah pendapat yang disepakati oleh Imam
al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i. Dengan
demiklan, yang dimakusd oleh
ulama hadits berbeda dengan
dalam keputusan Bahtsul Masa'il NU.^

K.H. Abdul Aziz Masyhurl, op. cit, h. 3
dan 367.

" LihatAnggaran Dasar Mathla'ul Anwar,
Bab 1, pasal 1, ayat (2).

Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar, bab
V, pasal 8. ayat (1)-{3).
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Anggaran Rumah Tangga (ART) Mathla'ul
Anwarpada bab Vll, pasal 29. Tugas-tugas
Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar dalam
AnggaranRumahTangganya adalah:
a. Majlis Fatwa merupakan satu-satunya

lembaga permusyawaratan yang
berhak membahas dan mengeluarkan
fatwa keagamaan.

b. Memberikan peringatansecara internal
kepada Pengurus Besar apabila
melakukan penyimpangan terhadap
ketetapan Muktamar.^®
Dalam Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar

dikatakan bahwa tugas Majlis Fatwa adalah
membahas dan memberikan fatwa
keagamaan, pendidikan, sosial, dan
ekonomi. '̂* Sedangkan tugas Majlis Fatwa
dalam Anggaran Rumah Tangga Mathla'ul
Anwar adalah membahas dan mengeluarkan
fatwa keagamaan.'® Dalam dua anggaran
Mathla'ul Anwar terlihat bahwa tugas Majlis
Fatwa yang tercantum dalam Anggaran
dasar begitu luas, yaitu membahas dan
memberikan fatwa keagamaan, pendidikan,
sosial, dan ekonomi; sedangkan tugas
Majlis Fatwa dalam Anggaran Rumah
Tangga hanya bertugas membahas dan
mengeluarkan fatwa keagamaan. Oleh
karena itu, tugas Majlis Fatwa yang begitu
luas yang terdapat dalamAnggaran Dasar
dibatasi (disempltkan) oleh Anggaran
Rumah Tangga, pasal 29 (1).

Dalam Anggaran Rumah Tangga
Mathla'ul Anwar, pasal 29 (3) dan (4)
ditegaskan mengenai masa sidang dan
permusyawaratan Majlis Fatwa, dan
pertanggungjawaban Majlis Fatwa. Masa
sidang dan pertanggungjawaban Majlis
Fatwa adalah bahwa Majlis Fatwa
melakukan sidang permusyawaratan
sekurang-kurangnyasekali dalam setahun;
dan segala keputusan Majlis Fatwa
dipertanggungjawabkan dalam muktamar
berikutnya.
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Di antara keputusan Majlis Fatwa
Mathla'ul Anwar adalah:

a. Pancasilaadalahkesepakatanumatljma'
al-ummai) (ditetapkan di Menes-Banten
padatanggal 6 Desember 1985 (22 Rabi'
al-Awwal 1406 H). Sidang dipimpin oleh
K.H. A. U. Baluqia Syakir (Ketua) dan
Yayan Hasuna F.(sekretaris).

b. Bunga bank boleh dimanfaatkandalam
keadaan dharurat (?).'® Keputusan ini
tertuang dalam Keputusan Nomor 01/
MFMA/IX/1991.

c. Bayi tabung dibolehkandengan syarat
bahwa sperma (mani) yang dipertemu-
kan adalah sperma suami-isteri .
Sedangkan mempertemukan sperma
yang bukan suami-isteri ke dalam
rahim wanita adalah haram.

d. Asuransi dibolehkan selama tidak
bertentangan dengan mu'amalah
Islamiah; ia (asuransi) dianalogikan
pada mudharabal kerjasama,joint ven
ture, dan kafalat.

0. Hukum Golput(golongan putih)—tidak
memilih saiah satu partai atau tidak
menyoblos salah satu gambar dari
Organisasi Peserta Pemilu (OPP)
dalam pemilihan umumadalah haram;
karena sikap tidak memilih salah satu
partai peserta pemilihan umum berarti
telah meninggalkan kewajiban
mendirikan imamah.'^

Anggaran Rumah Tangga (ART)
Mathla'ulAnwar, bab Vll, pasal 29. ayat (1 )-(2).

^^Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar, bab
V, pasal 8, ayat (1).

'5art Mathla'ul Anwar, bab Vll, pasal 29,
ayat(1).

Yang dimaksud dharurat (al-dharurat)
dalam keputusan tersebut adalah al-hajat.

" Pengurus Besar Mahla'ul Anwar,
Kepuiusan-keputusan Majlis Fatwa, (Jakarta:
Seretariat PB. Mathla'ul Anwar, t.th.). t.d., masih
diketik secara manual menggunakan mesin tik.
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4. Dewan Hisbah Persia

Persatuan Islam (Persis)
dideklarasikan padatanggal 12 September
1923. Cikal-bakal Persis adalah kelompok
studi {study club) yang mendiskusikan
seputar masalah agama dan Syarikat Is
lam yang dianggap mulai porak-poranda
yang dipelopori oleh H. Zamzam dan H.
Muhammad Yunus. Oleh karena itu, Abu
Ghlfari berkesimpulan bahwa basis gerakan
Persis adalah pengkajian atau
penelaahan,^®

Pada awalnya, Dewan Hisbah bemama
Majlis Ulama. Majlis Ulama Persatuan Is
lam berdiri pascamuktamarkeenam, tanggal
15-18 Desember 1956. Tugas-tugas Majlis
Ulama Persis sebagai tertera dalam Qanun
AsasI Persis tahun 1957 (bab V, pasal 1,
adalah:

a. Menyelidiki dan menetapkan hukum-
hukum Islam berdasarkan Alquran dan
al-Sunnah; dan Pimpinan Pusat yang
menyiarkannya.

b. Disampitig tugas di atas, Majlis Ulama
Persis mempunyai hak istimewa, yaltu
hak veto (menolakdan membatalkan)
segala keputusan dan langkah yang
diambil dalam segala instansi
organisasi Persatuan Islam.
Sedangkan dalam pasal 2 Qanun Asasi

Persis dinyatakan mengenai sifat dari
kekuatan keputusan yang telah diambil oleh
Majlis Ulama Persis, yaitu segala keputusan
atau ketetapan yang diambil oleh Majlis
Ulama Persis dalam bidang agama, wajib
dipatuhi oleh Pimpinan Pusat dan segenap
anggota Persis.^®

Setelah Persis dipimpin oleh K. H. E.
Abdurrahman (1962-1983), Majlis Ulama
Persis diubah menjadi Dewan Hisbah
Persis. Karena K.H. Abdul Kadir Hasan

(Ketua Dewan Hisbah) sibuk, Dewan Hisbah
tidakjalan. Akhirnya K.H.E. Abdurrahman
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(w. 12 Apr11983) mengelola Dewan Hisbah
sendlrian lewat tullsan-tulisannya yang
dipublikasikan di majalah Risalah.^^

Devyan Hisbah Persis dibagi ke dalam
tiga komisi: Komisi Ibadah Mahdhah;
Komisi Mu'amalah; dan Komisi Aliran

Sesat. Dalam Pedoman Kerja Dewan
Hisbah terdapat tugas-tugas masing-masing
komisi tersebut. Tugas-tugas Komisi Ibadah
Mahdhah adalah:

a. Menyusun konsep petunjuk pelaksa-
naan Ibadah praktis.

b. Merumuskan hasil sementara

pembahasan dalam sidang komisi.
c. Mempresentasikan hasil sidang komisi

dalam sidang lengkap.
Tugas-tugas Komisi Mu'amalah adalah:

a. Membahas masalah-masalah kema-

syarakatan yang muncul dalam
masyarakat, balk atas dasar peman-
tauan maupun masukan dari komisi
lain atau dari luar.

b. Merumuskan hasil sementara

pembahasan dalam sidang komisi.
0. Mempresentasikan hasil sidang

komisi dalam sidang lengkap.
Tugas-tugas Komisi Aliran Sesat

adalah:

a. Meneliti dan membahas mengenai
aliran-aliran yang - muncul di
masyarakat.

b. Merumuskan hasil sementara

pembahasan dalam sidang komisi.

Abu al-Ghifari, "Sejarah Dewan Hisbah
Persatuan Islam" dalam Shiddiq Amin (ed.),
Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah
Persatuan Islam, (Bandung: Persis Press,
2001), h. 4.

Ibid., h. 5-6.
2" Ibid., h. 6.
21 Ibid., h. 7-8.
22 Ibid., h. 16-17.
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c. Memperentasikan hasil sidang komisi
dalam sidang lengkap.^
Sep.erti diakui oleh Abu al-Ghifari,

keputusan Dewan Hisbah sebelum tahun
1983 tidak terlacak dokumentasinya. Akan
tetapi sebagai karya ulama secara
perorangan, dokumentasi tersebut dapat
dilihat dalam buku Soal-Jawab tentang
BerbagaiMasalahAgamaP Sebelumtahun
1996, Dewan Hisbah Persis telah melahirkan
sejumlahketetapan.Pada tahun 1995saja,
Dewan Hisbah telah menerbitkan 8
ketetapan: asuransi takaful, urine dijadikan
obat, tranplantasi dengan organ binatang
haram, perigurusan jenazah yang terkena
penyakit AIDS, upacara adat dalam
pemikahan dan khitanan, penggantian a/-
hadyu dengan qfmal sewa rahim, dan
batasan Ahlussunah Wal Jamaah.

5. Komisi Fatwa MUl

Ormas Islamyang hinggasaat ini masih
eksis dan keberadaannya masih diakuioleh
masyarakatadalah MUl. Dalam pasal4 dan
5 Pedoman Dasar MUl dikatakan bahwa
tugas-tugas MUl adalah:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada umat Islam dalam mewujud-
kan kehidupan beragama dan
bermasyarakat yang diridhaiAllah.

b. Memberikan nasihat dan fatwa
mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah
dan masyarakat.

c. Meningkatkkan kegiatan demi
terwujudnya ukhuwah Islamiah dan
kerukunan antar umat beragama dalam
memantapkan persatuan dan kesatuan
bangsa.

d. Menjadi penghubung antara ulama dan
umara (pemerintah), dan penterjemah
timbal balik antara pemerintah dengan
umat guna mensukseskan pembangu-
nan nasional.
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e. Meningkatkan hubungan dan kerja-
sama antara organisasi, lembaga Is
lam, dan cendikiawan muslim.

f. Mewakili umat Islam dalam hubungan
dan konsultasi antar umat beragama.

g. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan
tujuan organisasi.^^
Salah satu tugas MUl adalah

memberikan nasihat dan fatwa mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan
kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh
karena itu, tugas memberikan fatwa secara
praktis dibebankan kepada Komisi Fatwa.
Komisi Fatwa MUl telah membentuk
sejumlahketetapan dalam berbagaibidang.
Di antara fatwanya yang "monumental"
adalah keputusan mengenai kebolehan
SDSB dan pengharaman Ajinomoto.^®

Metodologi Ijtihad: Ibrahim Hosen
dan Jalaluddin Rahmat

Sejumlahormas Islam memiliki komisi,
lembaga, atau lajnah yang bertugas
memberikan ketetapan berupa fatwa atau
yang lainnya mengenai masalah keaga
maan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu,
Komisi Fatwa MUl, Majlis Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam Muha-
mmadiyah, Bahtsul Masa'il NU, dan Dewan
Hisbah Persis, telah memiliki proseduryang

" A. Hassan, Soal-Jawab tentang
Berbagai Masalah Agama, (Bandung: CV.
Diponegoro, 1988).

24 Pedoman Dasar MUl, pasal 4-5. Lihat
pula Ahmad Fathoni, "KonsistensI Metode
Istlnbath al-Ahkam fatwa Majelis Ulama Indo
nesia Jawa Barat tentang Sertifikasi Halal"
(Bandung: Program Pascasarjana IAIN SGD,
2001), h. 54-55, t.d.

25 Fatwa MUl tentang pengharaman
Ajinomoto dapat dilihat dalam Jaih Mubarok,
Metodologi Ijtihad Hukum Isiam, (Yogyakart:
Ull Press, 2002), h. 251-261.
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dibakukan mengenai proses pengambilan
keputusan atau ketetapan hukum.

Di antara ulama yang menawarkan
metodolcgl ijtihad adalah Ibrahim Hosen.
Kerangka Ijtihad yang diiakukan Ibrahim
Hosen^ adalah:

a. Memperhatlkan ruh Qiwa) dalam
Alquran dan menanggaikan
pemahaman harfiah.

b. Mengambll ruh al-tasyrf al-ahkam
dalam sunnah.

c. Klasiflkasi ta'aquli-ta'abudi.
d. Pendekatan zawajir dalam hukum

pidana.
8. Mendukung hak pemerlntah untuk

mentakhsis keumuman nash dan

membatasi kemutlakannya.^®
Dalam sumber lain dikatakan bahwa

langkah-langkah pembaruan hukum Islam
menurut Ibrahim Hosen adalah:

a. Menlnggalkan pemahaman harfiah
terhadap Alquran dan menggantlnya
dengan pemahaman berdasarkan
semangat dan jiwa Alquran.

b. Mengambll sunah Rasul dari segi
Jiwanya untuk tasyn' al-ahkam, dan
memberikan keleluasaan sepenuh-nya
untuk mengembangkan teknik dan
pelaksanaan masalah-masalah
keduniawlan.2®

c. Mengganti pendekatan ta'abudi
terhadap nash dengan pendekatan
ta'aquli.

d. Melepaskan diri dari masalik al-'illat
gaya lama dengan mengembangkan
perumusan Wafhukum yang baru.

e. Menggeser perhatlan dari masalah
pidana yang ditetapkan oleh nash
(jawabir) ke zawajir.

f. Mendukung hak pemerlntah untuk
mentakhsis keumuman nash dan

membatasi kemutlakannya.^
Gagasan Ibrahim Hosen mengenai
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prosedur pengambilan keputusan hukum
mendapat kritik tajam dari Jalaluddin
Rahmat. Pandangan Ibrahim Hosen
mengenai ketldakbolehan menerlma teks
Alquran dan hadits secara ta'abudi, tetapi
harus menerlmanya dengan pendekatakan
ta'aquli (rasional), dianggap menlmbulkan
beberapa kemusykllan oleh Jalaluddin
Rahmat karena ketlka kita menlnggalkan
makna lahir teks dan mencari jiwa atau
semangat teks, berarti kita menlnggalkan
makna obyektif yang sudah jelas dan

Metode ijtihad Komisi Fatwa MUl, Majlis
Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, dan
Dewan Hisbah Persis, dapat dilihat dalam Jaih
Mubarok, Metodologi ijtihad Hukum Islam, op.
cit., h. 169-250.

Selain Ibrahim Hosen, ulama yang
menawarkan metodologi ijtihad adalah
Kuntowijoyo. la menawarkan lima program
reinterpretasi, yaitu (a) mengutamakan
penafstran soslal struktural atas penafsiran
individual; (b) mengubah cara berplkir
subyektif ke cara berplkir obyektif; (c)
mengubah islam normatif menjadi Islam
teoritis; (d) mengubah pemahaman yang
ahlstoris menjadi pemahaman yang historis;
dan (e) merumuskan formulasl-formulasi
wahyu yang bersifat umum menjadi formulasl-
formulasi yang spesifik dan emplrls. Lihat
Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi
untuk Aksi,{Bandung: MIzan. 1991), h. 283-
284.

®Juhaya S. Praja, "Kontroversl Ijtihad Prof.
KM. Ibrahim Hosen: Profil Artis Politik Hukum
Islam Indonesia," Jakarta: t.d., 1994, h. 8;
Ibrahim Hosen, "Pembaharuan Hukum Islam:
Sebuah Kerangka Konseptual" dalam Darul
Hukum: Jurnal Dinamika Hukum, (Jakarta:
Forum StudI Hukum Islam (FSHI), 1993), h. 6-
12.

^ Kalimat ini kelihatannya tidak sempuma
karena tidak jelas obyek yang dlberl
kekuasaan.

Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer
dalam Pandangan Neomodernisme Islam.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 68-69.
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memasuki makna subyektif yang tidakjelas
kriterianya. Menurut Jalaluddin Rahmat,
berpegang pada semangat Alquran atau
Sunah tidak berarti tidak usah setia lagi pada
makna lahiriah. Yang paling panting adalah
penyusunan kriteria kapan makna iahirian
teks hams ditinggalkan demi makna yang
lebih dalam dan kapan makna yang lebih
dalam itudiperlakukan sebagai pengayaan
terhadap makna lahiriah, bukan
mengabaikannya.^^

Tawaran Ibrahim Hosen mengenal
pelepasan diri dari masalik al-'illat gaya
lama dan mengembangkan perumusan 'Ulat
hukum yang baru, menurut Jalaluddin
Rahmat, merupakan tawaran yang
menimbulkan kemusykilan karena dengan
pemberian kebebasan mengenai pencarian
'illat hukum yang baru, kepastian hukum
menjadi kabur; dan cara Ini membuka
peluang untuk memasukkanpikiran-pikiran
non-Islam ke dalam stmktur syari'at Islam.^

Tawaran Ibrahim Hosen mengenal
pemberian hak kepada pemerintah untuk
mentakhsis keumuman nash dan
membatasi kemutlakannya, menurut
Jalaluddin Rahmat, akan melahlrkan peran
fikih yang lebih berfungsi sebagai pemberi
justifikasi daripada jurisprudensi. Fiqh
menjadi alat status quo dan bukansebagai
korektor; dan fikih (Islam) akan dipandang
hanyasebagaisuplemen dan bukan sebagai
alternatif.^^ Demikian kritik Jalaluddin
Rahmat terhadap tawaran metodologi ijtihad
yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen.
Gambaran dinamisasi metodologi ijtihad
yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen,
Kuntowijoyo, dan kritik Jalaluddin Rahmat
terhadap tawaran metodologi ijtihad Ibrahin
Hosen, dapat diperkaya dengan fatwa atau
keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang
ketidakbolehan berhukum langsung dengan
Alquran dan Sunah yang sudah ada
sebelumnya. Salah satu keputusan

112

Muktamar NU ke-11 yang dilaksanakan di
Banjarmasin padatanggal 9 Juni 1935 (19
Rabi' al-TsanI 1355 H.) adalah tentang
ketidakbolehan menetapkan hukum agama
langsung dari Alquran dan hadits. Dalam
keputusan Bahtsul Masa'il NU dikatakan
bahwa menetapkan (memberi) hukum
agama Islam dengan dalil Alquran dan
hadits—dengan tidak mengutip kitab-kitab
fikih, adalah tidak boleh; yang berbuat
demikian itu tidak benar juga sesat dan
menyesatkan.^

Peran Politik Perempuan dalam
Pandangan Ulama dan Bahtsul

Masa'il NU

Produkpemiklran hukum Islam di Indo
nesia dapat berupa pendapat ulama secara
perorangan dandapatpula berupa keputusan
lajnah, komisi, atau majlis dari ormas Islam
tertentu. Untuk meneliti pandangan ulama
Bahtsul Masa'il NU tentang peran perempuan
di bidang politik, dapat dilihatdari beberapa
keputusan: pertama, keputusan tentang
kewajiban mengikuti salahsatu mazhabfikih
yang empat; kedua, keputusan tentang al-
kutub al-mu'tabarat; ketiga, keputusan
tentang perempuan yang menjadi kepala
desa; keempat, keputusan tentang wanita
yang menjadi anggota DPR; dan kelima,
keputusan tentang nasb al-imam dan
demokrasi.

Jalaluddin Rahmat, "TInjauan Kritis
atas Sejarah Flqh: dari Flqh al-Khulafa al-
Rasyidun hingga Madzhab Liberalisme"
dalam Budhy Munawwar-Rachman (ed.), op.
cit, h. 300-301.

32/f)/d.. h. 301.
" Ibid.

^ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, op. cit., h. 137.
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1. Kewajiban MengikutiSalah
Satu dari Empat Madzhab Fikih

Ulama NU telah melaksanakan

muktamar pertama yang dllaksanakan di
Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926.
Dalam muktamar tersebutdlputuskan bahwa
mengikuti salah satu mazhab fikih yang
empat—Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah, dan
Hanbaliah—adalah wajib.^

Keputusan muktamar NU tahun 1926
di Surabaya mendapatkan penegasan dalam
mukatmar NU ke-14 yang dllaksanakan
pada tanggal 1 Juli 1939 di Malang. Dalam
keputusan muktamar tersebut dikatakan
bahwa sebab kewajiban mengikuti salah
satu mazhab empat adalah tindakan kehati-
hatlan {ikhtiyath), yaitu karena umat Islam
dikhawatirkan akan mencampuradukkan
antara hak dan batii, tergelincir dalam
kesalahan, atau mengambll pendapatyang
mudah-mudah saja.^® Karena mengikuti
salah satu mazhab fikihyang empat adalah
wajib, sementara imam mazhab fikih yang
empat menentukan laki-laki sebagai syarat
pemimpin; maka kewajiban mengikuti salah
satu dari mazhab fikih yang empat dapat
menjadi media bagi NU untuk
mentldakbolehkan perempuan menjadi
pemimpin politik (terutama sebagai
presiden).

Di samping Itu, di dalam keputusan
Muktamar NU ke-9 yang dllaksanakan di
Banyuwangi (23 April 1934/ 8 Muharram
1353 M.) ditetapkan bahwa hukum
mengamalkan pendapat yang bertentangan
(tidak sesuai, pen.) dengan pendapat imam
mazhab fikihyang empat adalah tidak boleh,
apabila tidak mengetahul syarat-syaratnya
dengan segala ketentuannya.^^

2. Kitab-Kitab Mutabar

Dalam Munas Alim Ulama NU di

Sukorejo SItubondo (21 Desember 1983/6
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Rabi'al-Awal, 1404 H.)terdapatperlanyaan
mengenai kriteria kitab-kitab mu'tabar.
Dalam keputusan Munas tidak terdapat
jawaban mengenai kriteria al-kutub al-
mutabarat, akan tetapi, dalam keputusan
keputusan dikatakan bahwa al-kutub al-
mu'tabarat adalah kitab-kitab 'ala al-

madzahib al-arba'at Di antara kitab tersebut

adalah Bugyatal-Murtasyldm dan I'anatal-
Thaiibln.^

Salah satu kitab mu'tabar yang
dijadikan bahan rujukan Bahtsul Masa'il NU
adalah kitab Qalyubt wa 'Umayrat karya
Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah.
Dalam kitab tersebut, Syihab al-Din al-
Qalyubi dan 'Umayrah menjelaskan bahwa
syarat-syarat menjadi pemimpin adalah: (a)
merdeka; (b) laki-laki; (c) dari kalangan
ulama mujtahid; (d) beragama Islam; (e)
dapat mendengar; (f) dapat melihat; (g)
cerdas; dan (h) termasuk pemberani.^®

Ibrahim al-Bajuri dalam kitab Hasiyat al-
Bajuri 'ala Ibn Qasim al-'izzi, menjelaskan
bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin
adalah: (a) beragama Islam; (b) dewasa atau
mukallaf; (c) merdeka; (d) dapat bertindak
adil; (e) laki-laki; (f)berasalah dari kalangan
ulama mujtahid; (g) memiliki pandangan,
pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan;
dan (h) berasal dari kalangan Quralsy."®

Muhammad al-Syarbini al-Khathib
dalam kitab al-lqna' fi Hall al-Alfazh Abi
Syuja', menjelaskan bahwa syarat-syarat

Ibid., h. 2-3.

® Ibid., h. 181-182.
^nbld., h.111.
^ Ibid., h. 301.

Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah,
Qalyubiwa 'Umayrat (Indonesia: Dar al-lhya'
al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), j. IV,h.173.

^ Ibrahim al-Bajuri, Hasiyat al-Bajuri 'ala
Ibn Qasim al-'lzzi,{ (Samarang; Usaha
Keluarga, t.th.),j. II, h. 252.
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menjadi pemimpin adalah: (a) mampu
memberikan jalan keluar atau keputusan;
(b) berasal dari kalangan Quraisy; (c)
pemberanisehingga mampumelaksanakan
perang secara langsung; dan (d) terhindar
dari kecacatan atau kekurangan."*^ Dalam
kitab-kitab yang dipandang termasuk al-
kutub al-mu'tabarat terdapat peluang bag!
ulama-ulama untuk mentidakbolehkan
perempuan menjadi presiden.

3. Perempuan yang Mencaionkan
Diri dalam Pilkades

Sebagai diketahui oleh masyarakat
banyak bahwa di samping sebagai ormas
Islam, NU pernah menjadi partal politik di
Indonesia. Dalam posisi sebagai partai
politik, NU memiliki khazanah intektual
tentang kepemimpinan perempuan dalam
politik (yaitu perempuan sebagai kepala
desa). Pada tanggal 25 Oktober 1961
diadakan rapat Dewan Partai NUdiSalatiga.
Keputusan rapat Dewan Partai NU adalah
bahwa pada dasarnya, pencalonan
perempuan dalam pemilihan kepala desa
tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpksa
{al-hajat al-dharurat). Terpaksa (a/-
dharurat) dalam pandangan ulama Bahtsul
Masa'il NU adalah urusan atau pekerjaan
yang apabila tidakdikerjakan,akan binasa
atau mendekati binasa.'*^

Alasan keputusan tersebut adalah
posisiperempuan sebagai pemimpin (desa)
sama dengan posisi perempuan menjadi
hakim. Dalam khazanah intelektual fikih
diketahui bahwa ulama berbeda pendapat
tentang kebolehan perempuan untuk
menjadi hakim.Dari fatwa tentang
ketidakbolehan perempuan untuk menglkuti
pemilihan kepaladesa, dapatdiberlakukan
qiyas awlawi, yaitu apabila perempuan tidak
bolehmengikuti pemilihan kepala desa, lebih
tidak boleh lagi adalah keikutsertaannya
dalam pemilihan presiden.*"
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4. Perempuan yang Menjadi
Anggota DPR

Salah satu keputusan Konferensi Besar"
Suriah NUyang dilaksanakan di Surabaya
(16-17 Sya'ban 1376 H./19 Maret 1957),
merupakan hukum bagi perempuan yang
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rayat
(DPR) atau Dewan Perwakilan RayatDaerah
(DPRD).

Dalam keputusan tersebut dikatakan
bahwa DPR atau DPRD adalah lembaga

atau badan permusyaw_aratan untuk
menentukan hukum {jA
bukan untuk menentukan qadha'

Oleh karena itu, wanita

dibolehkan menjadi anggota DPR/DPRD
apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1)
'afifat\ (2) ahli dalam hal tersebut; (3)
menutupi auratnya; (4) mendapat izin dari
yang berhak member! izin; (5) aman dari
fitnah; dan (6)tidakmenjadisebab timbulnya
munkar menurut syara'. Apabila syarat-
syarat tersebut tidakterpenuhi, maka haram
hukumnya; dan Suriyah NU atas
kebijaksanaan dan persetujuan PB Syuriah
NU, berhak menarik kembali (wanita dari
NU yang menjadi anggota DPR tap! tidak
memenuhi syarat-syarat tersebut).*^®

Muhammad al-Syarbini al-Khathib, al-
Iqna' fi Hall al-Alfazh Abf Syuja'.{\ndones\a:
Dar al-lhya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), j. II, h.
246.

Keputusan Muktamar NU ke-13 di
Manes Banten tanggal 12 Juli 1938 M. LIhat
K.H.Abdul Aziz Masyhuri, op. cit, h. 157.

« Ibid., h. 242-243.
•" Lihat Jaih Mubarok, 'Dukungan NU buat

Mega" dalam Republika,13 Juli2001; dan Jaih
Mubarok, "Camat Wanita di Tasikmalaya
Mengapa Diprotes" dalam Pikiran Rakyat, 7
Oktober 2001.

KH.Aziz Masyhuri, op. cit, h. 211.
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Keputusan ini member! peluang
kepada perempuan untuk menjadi anggota
legisiatif, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah. Akan tetapl, peluang yang
disertai dengan enam syarat tersebut
memperlihatkan bahwa Bahtsul Masa'il NU
(pada tahun 1957) masih "setengah hati"
dalam mengizinkan perempuan untuk
menjadi anggota legisiatif.

5. Keputusan tentang Nasbul
Imam dan Demokrasi

Pada tahun 1987 NU

menyelenggarakan Musyawarah Nasional
Allm Ulama yang diselenggarakan di
Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa
Bagu, Pringgarata, LombokTengah, Nusa
Tenggara Barat (17-21 Ncpember 1997/16-
20 Rajab 1418 H.).Salah satu keputusannya
adalah mengenai Nasbul Imam dan
Demokrasi.

Keputusan mengenai Nasbul Imam dan
Demokrasi ditetapkan dengan keputusan
nomor 002/Munas/11/1997. Isi keputusan
tersebut adalah; pertama, menurut
pandangan Islam, pada hakekatnya
kekuasaan adalah amanat Allah yang
diberikan kepada seluruh manusia yang
kemudlan oleh manusia hanya boleh
diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk
mengemban dan memikulnya

Jl jj; iiJl
Kedua, syarat-syarat "ahli" dalam

memegang atau memikul amanat adalah
memiliki kemampuan (memimpin, pen.),
adil, dan memiliki nilai kejuangan yang
senantiasa berpihak kepada pemberi
amanat. Ketiga, pengangkatan pemimpin
dalam Islam dapat dilakukan dengan
beberapa cara yang disepakati oleh rakyat
sepanjang tidak bertentangan dengan
syarPah. Keempat, hukum membangun
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negara/imamah adalah wajib syar'i. Negara
dibangun atas nilai-nilai iuhur keislaman
yang meliputi keadilan (a/-'ac/a/af), jujur (a/-
amanat), dan kebersamaan (al-syura).
Kelima, untuk merealisasikan nilai-nilai
Iuhur dlperlukan pemerintahan yang
demokratis, bersih, dan berwibawa yang
merupakan perwujudan syura dalam Islam.'*^

K^utusan iniberbeda dengan keputusan-
keputusan NUsebelumnya. Dalam keputusan
ini terdapat pemyataan yang implisit tentang
kebplehan perempuan untuk menjadi
pemimpin politik(termasuk presiden); karena
tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat
pemimpin. Kecendemngan untuk menjadikan
lakl-Iaki bukan syarat untuk menjadi pemimpin
dapat dilihat dari salah satu ungkapan dari
generasi muda NU, Shafiq Hasyim yang
dengan tegas mengatakan bahwa "tidakcukup
kuat untuk menolak presiden perempuan
dengan menggunakan landasan agama;
sebab agama (Islam, pen.) secara tegas tidak
mengemukakan kriteria biologis bagi
kepemimplnan perempuan. DalamIslam, jelas
Shafiq Hasyim, yang dituntut adalah keadilan
dan kemampuan. Kalau kepemimplnan
perempuan hendak ditolak; toiakiah atas dasar
ketidakmampuannya; jangan tolak karena dia
perempuan. Perempuan dijadikan sebagai
alasan penolakan kepemimplnan merupakan
alasan primitif dan tradisional, tegas Shafiq
Hasyim.'*®

Lihat QS. al-Nisa (4); 58.
" PBNU, Hasil-hasH Musyawarah

Nasional Allm Ulama dan Konferensl Besar
NahdIatuI Ulama, (Jakarta: PBNU dan Lajnah
Ta'llf wan Nasyr, 1998), h. 45-46.

Shafiq Hasyim, "Catalan Pengantar"
dalam Shafiq Hasyim (ed.), Kepemimplnan
Perempuan dalam Islam, (t.t: Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. t.th.), h. 10.
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Qanun Islami dan Gagasan
Pembaruan Ulama Indonesia

Sebagai sudah disinggung bahwa salah
satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah
qanun (peraturan perundang-undangan).
Secara umum, penetrasi hukum islam
(Alquran, Sunah, dan fiklh) ke dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia
dapat dibedakan menjadi dua: Pertama,
penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan
perundang-undangan secara substantif dan
tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai
hukum- hukum Islam. Cik Hasan BIsrI,
dosen senior Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Gunung Djati, mengatakan bahwa hukum
Islam telah ditransformasikan ke dalam: (a)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Agraria;^ (b) Undang-undang Nomor4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak; (c)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengeloiaan LingkunganHidup; (d) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendldikan Naslonal; (e) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkem-
bangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera;®® dan (f)Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.®^

Kedua, transformasi hukum Islam ke
dalam peraturan perundang-undangan yang
secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum
hukum Islam, yaitu (a) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
(b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama; (c) Undang-
undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengeloiaan Zakat; (d) Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji;®^ dan (e)
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999
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tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus
ProvinsI Nangroe Aceh Darussalam.®®

Segi-segi hukum Islam yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus
ProvinsI Nangroe Aceh Darussalam adaiah:
(a) penyelenggaraan kehidupan beragama
berdasarkan syari'at islam; (b)
penyelenggaraan kehidupan adat berda
sarkan syari'at Islam; (c) penyelenggaraan
pendldikan agama dan umum sesuai
dengan aspirasi masyarakat Aceh yang
Isiami; dan (d) peningkatan peran ulama
dalam menetapkan segala kebijakan
daerah.®**

Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indo
nesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan
Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara,
1993), h. 34; Abdurrahman, Masalah
Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan
Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung: PT.
CitraAditya bakti. 1994),h.71.

Cik Hasan Bisri, "Perwujudan Hukum
Islam dalam Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia" dalam al-Tadbir: Transformasi
ai-lslam dalam Pranata dan Pembangunan,
Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000, h. 16.

Undang-undang ini secera lengkap
dapat dilihat dalam Sutan Remy Sjahdeni,
Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam
Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Adikarya,
1999), h. 248-274. Undang-undang tersebut
kemudian diikuti dengan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DiR
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syari'ah; dan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/36/KEP/DlR tentang
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syari'ah.

Cik Hasan Bisri, loc. cit.

" Lihat Syamsul Falah, "Pemikiran
Hukum Islam dan Proses Taqnin Hukum Is
lam di Indonesia Tahun 1974-1999"
(Bandung: Program Pascasarjana IAN SGD,
2002), h. 161.,t.d.

UNISIA NO. 48/XXVI/II/2003



Topik: Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jaih Mubarok

Di Indonesia terdapat juga peraturan
perundang-undangan yang leveinya lebih
rendah dari uhdang-undang, antara lain
Peraturan Pemerintah. Hukum lislam telah

diakomodasikan dalam bentuk sejumlah
Peraturan Pemerintah, antara Iain Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, dan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebariuasan Kompilasi Hukum Islam.

Oyo Sunaryo, dosen fikih warits
FakultasSyari'ah IAIN Sunan Gunung Djati,
membuktikan sejumlah formulasi waris yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islamyang
berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang
ada dalam kitab-kitab fikih waris. Pertama,
harta bersama dalam perkawinan. Dalam
pasal pasal 171 sub (e) KHl diungkapkan
bahwa harta bersama itu terpisah dari harta
pribadi masing-masing. Harta pribadi tetap
menjadi milik pribadi dan dikuasai
sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau
istri). Harta bersama menjadi hak bersama
suami-istri dan terpisah sepenuhnya dari
harta pribadi. Harta bersama dihitung sejak
tanggal perkawinan dilangsungkan, tanpa
mempersoalkan suami atau isteri yang
mencari, dan tanpa mempersoalkan atas
nama siapa harta itu terdaftar. Oyo Sunaryo
mengatakan bahwa ketentuan harta
bersama tidak dijumpai dalam Alquran dan
hadis. Para fuqaha pun cenderung
mengabaikan masalah ini, sehingga
terkesan tidak terdapat peran isteri dalam
rumah tangga, termasuk dalam masalah
finansial.®®

Kedua, bagian ayah. Dalam pasal 177
KHl dirumuskan bahwa ayah mendapat
sepertiga bagian apabila pewaris tidak
meninggalkan anak. Tetapi apabila pewaris
meninggaikan anak, ayah mendapat
seperenam bagian. Ketentuan dalam pasal
ini berbeda dengan ketentuan nash yang
termaktub dalam Alquran (al-Nisa (4):11) dan
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kesepakatan jumhur uiama yang
menentukan bagian ayah dengan cara
'ashabat apabila yang meniggal dunia itu
tidak meninggalkan anak.®®

Ketiga, damai dalam pembagian harta
pusaka. Dalam pasal 183 KHl ditetapkan
bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk
melakukan perdamaian dalam pembagian
harta warlsan setelah masing-masing
menyadari bagiannya. Rumusan pasal 183
KHl membuka peluang terdapatnya
pembagian warisan dengan porsi yang sama
secara matematis (1:1) di antara semua ahli
waris, termasuk antara anak iaki-laki

dengan anak perempuan melalui jalur
perdamaian, sebagai penyimpangan dari
pasal 176 KHl yang mengatur ketentuan
anak Iaki-laki dan anak perempuan (2:1);dan
antara saudara Iaki-lakisekandung dengan
saudara perempuan sekandung—saudara
Iaki-laki seayah dengan sudara perempuan
seayah, sebagai penyimpangan terhadap
pasal 182 KHI.®^

Keempat, pengangkatan wali. Dalam
pasal 184 KHldirumuskan bahwa bagi ahli
waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajibannya,
diangkat wali berdasarkan putusan hakim
(pengadilan) atas usul anggota keiuarga.
Pengangkatan wali dimaksudkan untuk
memberikan jaminan dan perlindungan
hukum atas keutuhan harta warisan yang
harus diterima oleh para ahli waris yang

5" Ibid., h. 157; M. Keoy Syah,
"Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan
Lembaga Pendidikan," makalah
dipresentasikan dalam Simposium
Konsultasi Nasional di Jakarta tanggal 28-29
Januari 2000, h. 3-4, t.d.

®® Oyo Sunaryo, op. cit, h. 108.
®® Ibid., h. 109.
"Ibid., h. 111.
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belum dewasa, yaitu dengan menutup
sekecil apapun jalan—sadd dzarf'at, yang
dapat memberikan peluang keterbeng-
kalaian harta warisan; karena harta warisan
mempakan salah satu andalan ahli waris
untuk membekali kehidupannya. Dengan
demlkian, pasal 184 KHl menjadi benteng
yang dapat menjaga harta warisan anak
yang belum dewasa dari kemusnahan.®®

Kelima, ahli waris pengganti. Dalam
pasalISS KHl ditegaskan bahwa ahli waris
yang meninggal lebih dahulu daripada
pewaris, kedudukannya dapat digantikan
oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut
dalam pasal 173 KHl; dan baglan ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.
Ketentuan pasal 185 KHl merupakan
terobosan terhadap pelenyapan hak cucu
atas harta warisan ayah, apabila ayah
meninggal lebih dahulu daripada kakek.®®

Keenam, pemeliharaan keutuhan dan
kesatuan lahan. Dalam pasal 189 ayat (1)
KHl ditetapkan, bilaharta warisan yang akan
dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya
kurang dari 2 (dua) hektar, supaya
dipertahankan kesatuannya seperti semula,
dan dimanfaatkan untuk kepentingan
bersama para ahli waris yang bersangkutan.
Ayat (1)pasal 189 KHl mendapat penegasan
melalui ayat (2) yang berbunyi: "Bila
ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini
tidak dimungkinkan karena di antara para
ahli waris yang bersangkutan ada yang
memerlukan uang, lahan tersebut dapat
dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih
dengan cara membayar harganya kepada
ahli waris yang berhak sesuai dengan
bagiannya masing-masing. Secara
substansial, jelas Oyo Sunaryo, rumusan
hukum yang terkandung dalam pasal 189
ayat (1)dan (2) KHl merupakan garis hukum
baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab
fikih.®°

J18

Penutup

Umat Islam Indonesia semakin

memperhatikan keputusan-keputusan atau
ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri, dan
semakin berkecenderungan untuk
mengurangi keterikatakan pada fikih
mazhab fikih yang empat, terutama
terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifet
waqViyyatdan kontemporer.

Apabila perhatian terhadap pendapat
ulama Indonesia semakin meningkat,
tuntutan terhadap ulama dan cendikiawan
muslim untuk bersikap lebih responsif
terhadap persoalan-persoalan keagamaan
(termasu fikih) yang muncul sebagai akibat
dari modernisasi dan perkembangan
teknologi, semakin meningkat pula. Dengan
semakin meningkatnya jumlah ulama dan
cendekiawan muslim yang turut serta dalam
merespon persoalan-persoalan baru,
semakin meningkat pula kemungkinan
munculnya keragaman pendapat yang dapat
saling melengkapi dan didiskusikan melalui
sejumlah media: lokakarya atau tulisan-
tulisan di media masa. Umat Islam aliran

Sunn! (termasuk Indonesia) tidak mengenai
doktrin imam ma'shum sehingga tidak
dikenal adanya monopoli kebenaran.

Dinamlka pemlkiran hukum Islam di
Indonesia sudah dimulai dan berkembang
ke arah yang cenderung mendewasakan
umat Islam. Keberanian Ibrahim Hosen

dalam menawarkan seperangkat metodologi
ijtlhadmendapat kritik tajam dari Jalaluddin
Rahmat. Ini adalah contoh dinamika dalam

pemlkiran hukum Islam. Mengubah
pendapat secara perlahan sebagai
dilakukan oleh Bahtsul Masa'il NU mengenai

5®//)/d., h. 11-112.
®®/P/d.. h. 112-113.
^Ibid., h. 115-116.
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peran politik perempuan, dan pembaruan
mengenalformulasi waris dalam Kompilasi
Hukum Islam, merupakan buktl bahwa
ulama dan cendektawan musllm Indonesia
telah berinteraksi dengan aspirasi yang
berkembang dlmasyarakat dan bersentuhan
pula dengan hukum-hukum lain, seperti
hukum adatdan hukum perdatapeninggalan
Belanda. Semoga tulisan in! bemilal ibadah
bagi penulisnya, dan bermanfaat bag)
pembacanya.#
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